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Kemiskinan, dan Kelaparan ?

JAKARTA. Tahun 2014 adalah tahun dimana Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono akan merampungkan kekuasaannya sejak 2004. 
Pertanyaan yang teramat penting adalah apa yang akan diwariskan (legacy) pemerintahan SBY kelak kalau pemerintahannya berakhir. Simak 
ulasannya di edisi kali ini.

Foto bersama peserta Musyawarah Wilayah SPI Banten di Serang, Banten (18/01), berita di halaman 13.
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JAKARTA. Tahun 2014 akan segera datang, tahun dimana Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono akan merampungkan kekuasaannya sejak 
2004. Pertanyaan yang teramat penting adalah apa yang akan diwariskan (legacy) pemerintahan SBY kelak kalau pemerintahannya berakhir.

Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, jika tidak ada perubahan mendasar yang dilakukan oleh pemerintahan 
SBY menjelang pemerintahannya ini berakhir, maka ia akan mewariskan konflik agraria yang tak terselesaikan. Selama sembilan tahun SBY 
berkuasa, sejak 2004 hingga 2013 telah terjadi 987 konflik dengan areal konflik seluas 3.680.974,58 serta melibatkan 1.011.090 KK.

Sepanjang tahun ini, kami bersama dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terdapat 369 konflik agraria dengan luasan 
mencapai 1.281.660.09 hektar (Ha) dan melibatkan 139.874 Kepala Keluarga (KK). Dengan jumlah korban tewas 21 orang, 30 tertembak, 130 
menjadi korban penganiayaan serta 239 orang ditahan oleh aparat keamanan. Dengan kata lain, hampir setiap hari terjadi lebih dari satu konflik 
agraria di tanah air, yang melibatkan 383 KK (1.532 jiwa) dengan luasan wilayah konflik sekurang-kurangnya 3.512 Ha,” papar Henry di Jakarta 
(27/12).

Henry melanjutkan, rezim SBY bukan saja tidak mampu menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi petani, namun secara massif 
memproduksi pelanggaran Hak Asasi Petani baru secara pesat. Hal Ini cukup miris mengingat Indonesia sebagai negara pendukung Deklarasi 
Hak Asasi Petani di Dewan HAM PBB yang diusulkan SPI dan ormas lainnya sebagai hasil dari konferensi Hak Asasi Petani dan Pembaruan 
Agraria yang diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2001.  Lebih miris lagi, karena ternyata UU Perlindungan dan pemberdayaan Petani No.  
19 tahun 2013  tidak berisi pasal yang bisa mengatasi konflik agraria yang demikian besar, padahal tuntutan dari petani untuk diadakannya UU 
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini adalah untuk mengatasi konflik agrarian yang melanggar hak asasi petani.

Sementara itu, penghapusan kemiskinan juga tidak menunjukkan perubahan yang berarti, karena kebijakan agraria, pertanian, pangan dan 
perdesaan yang seharusnya menjadi ujung tombak mengatasi persoalan yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya tidak terselesaikan.

“Dari sensus Badan Pusat Statistik (BPS) 2013, ada penyusutan 5,10 juta keluarga tani dari 31,23 juta keluarga per tahun 2003 menjadi 26,14 
juta keluarga per tahun 2013. Artinya jumlah keluarga tani susut rata-rata 500.000 rumah tangga per tahun. Sebaliknya, di periode yang sama, 
jumlah perusahaan pertanian bertambah 1.475 perusahaan. Dari 4.011 perusahaan per tahun 2003 menjadi 5.486 perusahaan per tahun 2013. 
Jumlah rumah tangga usaha pertanian juga mengalami penurunan per tahun sebesar 1,75 persen, dengan total penurunan 5,04 juta rumah tangga 
dari 2003-2013,” tutur Henry.

Sementara itu, judicial review yang dilakukan oleh SPI bersama dengan lembaga lainnya tentang  UU No. 2 tahun 2012 tentang  Pengadaan 
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK ini melegalisasi negara demi ekspansi 
modal untuk merampas tanah-tanah rakyat yang termanifestasi dalam program MP3EI yang secara luas ditentang oleh para pelaku gerakan 
pembaruan agraria dan masyarakat korban konflik agraria.

Di akhir tahun 2013 DPR mensahkan RUU Desa Menjadi UU Desa pada 18 Desember 2013. Produk UU Desa ini seharusnya menjadi landasan 
yuridis untuk mensejahterakan masyarakat yang tinggal di Pedesaan yang menjadi kantong-kantong kemiskinan, namun UU Desa ini lebih 
mengakomodir kepentingan pemerintah dan perangkat-perangkat Desa. Kemudian Dalam UU Desa ini juga tidak detail membahas mengenai 
pembangunan desa dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat ataupun terkait pelayanan-pelayanan masyarakat yang tinggal di pedesaan.

Tahun ini UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) No. 19 Tahun 2013 juga disahkan. Namun tanah yang merupakan 
kebutuhan yang paling mendasar dalam pertanian, dalam UU Perlintan ini tidak jelas diatur. Hal ini terlihat dari isi UU ini yang hanya mengatur 
soal  konsolidasi tanah, yaitu tanah pertanian terlantar dan tanah negara bebas yang bisa diredistribusikan kepada petani, itupun bukan menjadi 
hak milik melainkan hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan sebagaimana diatur dalam pasal 59 UU Perlintan. 
Hak sewa dalam UU perlintan ini tidak sejalan dengan UU Pokok Agraria No. 5 1960 bahwa penggunaan tanah negara dilakukan dengan hak 
pakai bukan hak sewa menyewa yang disebutkan dalam pasal 41 UUPA No. 5 1960. UU ini juga membuka peluang dan memperkuat kapitalisasi 
pertanian melalui asuransi pertanian yang dilakukan oleh Bank Swasta. Dan yang paling berbahaya dalam UU ini adalah kebebasan berserikat 
ditentukan oleh negara melalui organisasi tunggal. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong 
dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani (pasal 69); Kelembagaan petani sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 69 ayat (1) terdiri atas kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan dewan komoditas pertanian 

Catatan Akhir Tahun 2013 Serikat Petani Indonesia (SPI)
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nasional (pasal 70). Sedangkan organisasi tani dan lainnya tidak disebutkan.
Henry juga menyoroti tentang krisis harga pangan di tahun 2013 (terutama kedelai) yang sudah sampai tahap yang mengkhawatirkan. Dalam 

kasus kedelai, penghapusan bea masuk kedelai impor mempengaruhi turunnya produksi kedelai dalam negeri, bahkan selama 10 tahun terakhir 
produksi kedelai nasional tak pernah lebih dari satu juta ton. Sejak 2004 hingga 2013, produksi kedelai nasional tertinggi hanya sebesar 974.512 
ton pada tahun 2013, kemudian tren luas panen kedelai dari tahun 2009 mengalami penurunan. Sementara kebutuhan nasional sudah mencapai 
tiga juta ton per tahun.

“Jika melihat tren yang berkembang melalui pantauan data BPS di tahun 1990, pada saat Indonesia belum ikut WTO dan IMF, impor kedelai 
kita pernah hanya sebesar 541 ton. Bandingkan dengan impor kedelai dalam tahun ini (Januari – Juli 2013) kita sudah impor 1,1 juta ton atau 
senilai US$ 670 juta (Rp 6,7 triliun). Ini akibat pemerintah kita terlanjur mengadopsi model ekonomi neoliberal sehingga dalam orientasi 
kebijakan pangannya hampir semua komoditas pangan, kecuali beras diserahkan pada mekanisme pasar,” katanya.

Hal ini di atas diperparah dengan Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-9 yang dilaksanakan 
di Bali, awal Desember tahun ini. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Gita Wiryawan sekaligus menjadi ketua sidang dalam Perundingan WTO.  
Pasca konferensi WTO ke-9 terbentuk kesepakatan antara negara anggota yang disebut sebagai Paket Bali. Dalam konteks Indonesia terutama 
produk pertanian, paket Bali adalah kebijakan yang menggantungkan hidup matinya pertanian kita pada mekanisme internasional yang dikontrol 
oleh perusahaan transnasional negara-negara maju terutama Uni Eropa, Amerika Serikat. Berdasarkan data dari United Nations Conference on 
Trade and Development (UNCTAD) dalam World Investment Report 2013 menyatakan bahwa perusahaan transnasional yang mempunyai rantai 
nilai global (value chain) mencapai 80 persen dari perdagangan dunia.

Rekomendasi
Henry yang juga saat ini menjabat sebagai Komite Koordinasi Internasional La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional) menegaskan 

pemerintahan SBY di akhir masa kekuasaannya ini haruslah melakukan sejumlah langkah penting seperti menyegerakan penyelesaian konflik 
agraria dengan membentuk komite Nasional Penyelesaian Konflik Agraria, dan mengembalikan posisi UUPA No 5 tahun 1960 sebagai rujukan 
utama dalam menjalankan kebijakan di bidang agraria.

“Karena itu pemerintahan SBY harus segera mencabut dan merivisi berbagai undang-undang di bidang agraria  yang bertentangan konstitusi 
dan UUPA No tahun 1960,” ungkapnya.

Hal berikutnya menurut Henry adalah dengan membatalkan beberapa pasal dari UU Perlintan No. 19 Tahun 2013 yang melemahkan 
posisi petani dalam berorganisasi, dan juga untuk mengikuti asuransi pertanian. Kemudian menyempurnakan kembali UU tersebut dengan 
mencantumkan hak petani atas tanah yang terabaikan dalam UU ini, juga mencegah terjadinya perampasan tanah petani dan masyarakat adat. 
Bersambung ke hal 5

(Foto) Ketua Umum SPI Henry Saragih



PEMBARUAN TANI
EDISI 120
FEBRUARI 2014 L A W A N  N E O L I B E R A L I S M E4

Pelanggaran Hak Asasi 
Petani & Warisan Buruk 
Masalah Agraria di Bawah 
Rezim SBY
JAKARTA. Apa yang akan diwariskan (legacy) dari periode kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di bidang Hak Asasi Petani dan masalah 
agraria? Warisan utama pemerintah yang berkuasa sekarang, dapat dilihat dari jejak langkah yang ditinggalkan sejak awal hingga pada masa 
ujung kekuasaannya sekarang. Jika kita melihat hasil “pembangunan” di bidang sumber-sumber agraria[1] dan pertanian sejak SBY berkuasa 
2004 hingga akhir 2013 ini, dapat disimpulkan bahwa akses dan kontrol rakyat terhadap sumber-sumber agraria atau sumber daya alam (SDA) 
semakin menghilang. Pendeknya, sepanjang kekuasaan SBY, rakyat khususnya mereka para petani, perempuan dan masyarakat adat setiap hari 
semakin kehilangan tanah dan air mereka serta jauh dari pemenuhan hak asasi petani.

Padahal, hampir setengah dari populasi dunia adalah petani. Bahkan di era teknologi tinggi seperti saat ini, manusia tetap memakan pangan 
yang dihasilkan para petani. Pertanian skala kecil bukan hanya sekedar kegiatan ekonomi; tapi juga kehidupan, terutama bagi masyarakat yang 
tinggal di pedesaan. Keamanan dunia bergantung pada kehidupan petani dan keberlangsungan pertanian. Untuk melindungi kehidupan umat 
manusia sangatlah penting untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi petani.

Namun pada kenyataannya, sejumlah pelanggaran terhadap hak-hak asasi petani terus mengancam kehidupan umat manusia. Secara 
global, jutaan petani telah dipaksa untuk meninggalkan lahan pertanian mereka karena pencaplokan lahan (land grabbing) yang difasilitasi oleh 
kebijakan nasional dan juga internasional.

Karena kehilangan lahan, masyarakat petani juga kehilangan kedaulatan dan identitas kebudayaannya. Petani juga kehilangan banyak benih-
benih lokal. Keanekaragaman hayati dihancurkan oleh penggunaan pupuk kimia, benih-benih hibrida dan organisme-organisme yang dimodifikasi 
secara genetika (transgenik atau GMOs), yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan transnasional. Keadaan ini diperparah dengan sistem 
tanam monokultur untuk menghasilkan bahan bakar nabati (agrofuel) yang menyebabkan kerusakan hutan, air, lingkungan, dan kehidupan sosial 
ekonomi.

Tahun 2013 ini, kami menilai bahwa kebijakan agraria yang telah dilakukan pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya telah memasuki usia 
matang. Aneka kebijakan yang memberikan prioritas tanah dan kekayaan alam bagi pengusaha skala besar, baik asing maupun nasional seperti: 
UU Minerba, UU Penanaman Modal, UU Penataan Ruang, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Pengadaan Tanah untuk 
Pembangunan Bagi Kepentingan Umum, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 
yang semuanya dibingkai dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Pembangunan Ekonomi Indonesia 
(MP3EI) berjalan dengan mulus dan telah menghasilkan struktur ketimpangan agraria yang sangat mengerikan. Karena, di satu sisi rakyat 
dirampas hak atas tanah dan airnya, sementara pada sisi yang lain penguasaan korporasi atas sumber sumber-sumber agraria semakin diperluas.

Sepanjang tahun ini, KPA mencatat terdapat 369 konflik agraria dengan luasan mencapai 1.281.660.09 hektar (Ha) dan melibatkan 139.874 
Kepala Keluarga (KK). Dengan jumlah korban tewas 21 orang, 30 tertembak, 130 menjadi korban penganiayaan serta 239 orang ditahan oleh 
aparat keamanan. Dengan kata lain, hampir setiap hari terjadi lebih dari satu konflik agraria di tanah air, yang melibatkan 383 KK (1.532 jiwa) 
dengan luasan wilayah konflik sekurang-kurangnya 3.512 Ha.

Dibandingkan tahun 2012, terdapat peningkatan luas areal konflik sejumlah 318.248,89 Ha atau naik 33,03 persen. Dari sisi jumlah konflik 
dibandingkan 2012 juga mengalami kenaikan, dari 198 konflik agraria pada 2012 menjadi 369 konflik pada 2013 atau meningkat 86,36%. Dilihat 
dari cakupan korban yang melibatkan keluarga (petani/komunitas adat/nelayan), dapat dipastikan bahwa perempuan dan anak-anak merupakan 
kelompok rentan menjadi korban dari konflik agraria berkepanjangan.

Jika konflik yang terjadi dilihat berdasarkan setiap sektor konflik agraria, maka persebarannya berdasarkan sektor sepanjang tahun adalah 
sebagai berikut; sektor perkebunan sebanyak 180 konflik (48,78%), infrastruktur 105 konflik (28,46%), pertambangan 38 konflik (10,3%), 
kehutanan 31 konflik (8,4%), pesisir/kelautan 9 konflik (2,44%) dan lain-lain 6 konflik (1,63%)[2]. Meskipun perkebunan, infrastruktur 
dan pertambangan adalah area dimana konflik agraria yang paling sering terjadi. Namun, dalam hal luasan area konflik, kawasan kehutanan 
merupakan area konflik agraria terluas yaitu 545.258 Ha, kemudian perkebunan seluas 527.939,27 Ha, dan sektor pertambangan seluas 
197.365,90 Ha.

Sepuluh besar provinsi dengan wilayah yang mengalami konflik agraria di tanah air tahun ini adalah: Sumatera Utara (10,84 %), Jawa 
Timur (10,57 %),  Jawa Barat (8,94 %), Riau (8,67 %), Sumatera Selatan (26 kasus), Jambi (5,96 %), DKI Jakarta (5,69 %), Jawa Tengah (4,61 %), 
Sulawesi Tengah (3,52 %) dan Lampung (2,98 %). Data tersebut hanya menampilkan peta sebaran konflik yang terjadi pada tahun ini, dan belum 
sepenuhnya menunjukkan bahwa provinsi tersebut memiliki konflik agraria terbanyak. Sebab, bisa jadi provinsi lain mengalami konflik agraria 
yang tinggi namun tidak meletus (laten) dalam peristiwa konflik agraria di tahun ini.
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WTO Keluar dari Pertanian!!!

Kemudian memastikan diimplementasikannya hak petani atas memproduksi dan memperoleh benih, dan teknologi pertanian yang ekologis, dan 
permodalan, serta harga yang adil.

“Untuk keselamatan dan keadilan dalam harga baik untuk petani dan produsen, pemerintah Indonesia harus merevisi kembali Isi UU Pangan 
No. 18 tahun 2012. Kemudian melakukan perombakan dalam institusi yang mengelola pangan dengan segera membubarkan Badan Urusan 
Logistik (Bulog) karena institusi ini sekarang tidak sesuai lagi dengan tuntutan konstitusi untuk penegakan kedaulatan pangan di Indonesia. 
Karena itu diperlukan sebuah institusi baru di bidang pangan yang bisa memastikan pengendalian tata niaga, dan distribusi sembilan bahan 
pangan. Pemerintah juga harus melarang impor pangan hasil rekayasa genetika (GMO), dan mencabut Permentan Nomor 61/2011 yang mengatur 
prosedur pengujian, penilaian, pelepasan dan penarikan varietas rekayasa genetika,” jelas Henry.

Untuk melepaskan Indonesia dari Rezim Perdagangan Dunia – WTO, dan juga negara-negara lain di dunia ini, Indonesia harus berinisiatif 
untuk membangun suatu tata perdagangan dunia yang adil dengan  mengganti rezim perdagangan dibawah World Trade Organizations (WTO), 
dan berbagai Free Trade Agrement (FTA).

“Hanya dengan cara inilah Indonesia bisa menebus dosa atas upaya Pemerintahan SBY yang menghidupkan WTO pada KTM 9 yang baru lalu,” 
tegasnya.

Henry menambahkan, pemerintah perlu menyusun visi pembangunan pertanian Indonesia yang menempatkan petani dan  pertanian rakyat 
sebagai soko guru dari perekonomian di Indonesia. Tugas ini adalah bagian dari upaya menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

“Visi pembangunan pertanian Indonesia adalah mengurangi peran perusahaan besar dalam mengurus soal pertanian dan pangan, dengan 
menghentikan proses korporatisasi pertanian dan pangan (food estate) yang sedang berlangsung saat ini. Membangun industri nasional berbasis 
pertanian, kelautan dan keanekaragaman hayati Indonesia yang sangat kaya raya sehingga memungkinkan usaha-usaha mandiri, pembukaan 
lapangan kerja dan tidak tergantung pada pangan impor. Dukungan bagi pengembangan benih pangan berbasis komunitas dan memfungsikan 
universitas-universitas untuk mendukung penelitian-penelitian yang dilakukan oleh petani. Menempatkan koperasi-koperasi petani, usaha-usaha 
keluarga petani, dan usaha-usaha kecil dan menengah dalam mengurusi usaha produksi pertanian dan industri pertanian. Serta menempatkan 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengurusi industri dasar yang berasal dari produk-produk pertanian yang memerlukan permodalan 
dan industri  dalam sekala besar. Pemerintah juga harus meneruskan komitmen untuk melaksanakan kembali program Go Organic 2010 untuk 
masa-masa selanjutnya, dengan suatu konsep dan implementasi yang komprehensif dalam menerapkan prinsip-prinsip agroekologis,” paparnya.

Sambungan dari hal. 3

Jatuhnya korban jiwa akibat konflik agraria tahun ini juga meningkat drastis sebanyak 525%. Tahun lalu korban jiwa dalam konflik agraria 
sebanyak 3 orang petani, sementara di tahun ini konflik agraria telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 21 orang. Sebanyak 30 orang tertembak, 
130 orang mengalami penganiayaan dan 239 orang ditahan oleh aparat keamanan.

 Meningkatnya jumlah korban tewas dalam konflik agraria tahun ini sangat memprihatinkan dan menandakan bahwa masyarakat telah 
menjadi korban langsung dari cara-cara ekstrim dan represif pihak aparat keamanan (TNI/Polri), pamswakarsa perusahaan, dan juga para 
preman bayaran perusahaan dalam konflik agraria. Berdasarkan Laporan Akhir Tahun 2013 KPA, pelaku kekerasan dalam konflik agraria 
sepanjang tahun 2013 didominasi oleh apara kepolisian sebanyak 47 kasus, pihak keamanaan perusahaan 29 kasus dan TNI 9 kasus.

Dari data di atas, terlihat jelas bahwa pelanggaran hak asasi petani dari tahun ke tahun terus meningkat. Serikat Petani Indonesia (SPI) 
menilai Rezim SBY bukan saja tidak mampu menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi petani, namun secara massif memproduksi pelanggaran 
Hak Asasi Petani baru secara pesat. Ini cukup miris mengingat Indonesia sebagai negara pendukung Deklarasi Hak Asasi Petani di Dewan HAM 
PBB yang di usulkan Serikat Petani Indonesia (SPI) sebagai hasil dari konferensi Hak Asasi Petani dan Pembaruan Agraria yang diselenggarakan 
di Indonesia pada tahun 2001.  Lebih miris lagi, karena ternyata UU Perlindungan dan pemberdayaan Petani No.  19 tahun 2013  tidak berisi pasal 
yang bisa mengatasi konflik agraria yang demikian besar, padahal tuntutan dari petani untuk diadakannya UU Perlindungan dan Pemberdayaan 
Petani ini adalah untuk mengatasi konflik agrarian yang melanggar hak asasi petani.

Selama 9 tahun SBY berkuasa, sejak 2004 hingga 2013 telah terjadi 987 konflik agraria dengan areal konflik seluas 3.680.974,58 serta 
melibatkan 1.011.090 KK, yang harus menghadapi ketidakadilan agraria dan konflik berkepanjangan.

Apa yang diwariskan SBY di atas telah mengokohkan akar masalah agraria nasional berupa ketimpangan penguasaan, pemilikan dan 
pengusahaan sumber-sumber agraria, yang menimbulkan konflik agraria tak berkesudahan serta kerusakan lingkungan hidup yang semakin 
meluas.

Ketika agenda reforma agraria atau pembaruan agraria dibawa ke dalam agenda nasional pada tahun 2007, pelaksanaannya di bawah 
kekuasaan SBY diamputasi menjadi sekedar pendaftaran tanah dan sertifikasi untuk tanah-tanah yang sesungguhnya sudah dimiliki dan digarap 
warga, tetapi belum didokumentasikan. Praktis, agenda reforma agraria tidak pernah dijalankan selama pemerintahan SBY berkuasa.

Pengingkaran terhadap reforma agraria sejati ini sesungguhnya mencerminkan bahwa komitmen pemerintahan SBY untuk mewujudkan 
keadilan sosial bagi kemakmuran rakyat sangatlah kecil. Demikian pula halnya dengan kegagalan pemerintahan ini untuk mengakhiri ego-
sektoral dalam bidang agraria, telah menunjukkan pada kita bahwa kapasitas pemerintahan SBY untuk membangun koordinasi antar kementrian 
dan lembaga terkait, sekaligus “memaksa” mereka duduk bersama untuk mengatasi konflik agraria akibat tumpang tindih kepentingan dan 
kewenangan antar sektor sangatlah lemah.

Jika Presiden dan fraksi-raksi di DPR mendatang, hasil pemilu 2014, tidak segera menjalankan reforma agraria sebagai agenda bangsa untuk 
menjawab tantangan ketimpangan struktur agraria yang ada, niscaya masalah-masalah agraria di Indonesia akan terus terjadi dan potensial 
melahirkan kerawanan sosial di masa depan. #
(Siaran pers bersama Serikat Petani Indonesia dan Konsorsium Pembaruan Agraria)
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800-an Peserta Hadiri 
Muswil SPI Jawa Tengah

PATI. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Jawa Tengah melangsungkan Musyawarah Wilayah (Muswil) di Gedung 
Haji, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Muswil yang diselenggarakan dua hari (11-12 Januari 2013) ini, dihadiri oleh 800-an 
peserta yang berasal dari 13 kabupaten yakni Kabupaten Banyumas, Wonosobo, Batang, Demak, Kudus, Pati, Boyolali, Jepara, Semarang, Cilacap, 
Purwodadi, Rembang dan Solo. Muswil yang dibuka dengan pagelaran budaya ini menampilkan pangan hasil tani dari petani anggota SPI se-Jawa 
Tengah.

Ketua Umum SPI Henry Saragih yang hadir langsung dalam muswil ini menyampaikan 2014 adalah tahun politik Indonesia, di tahun inilah 
arah pembangunan (pertanian) Indonesia selama lima tahun ke depan diputuskan.

“Oleh karena itu pada saat pemilu nanti kita sebagai petani harus benar-benar mengetahui seluk beluk pilihan kita. Jangan lagi terbuai 
dengan janji manis. Kita lihat latar belakangnya, apakah selama ini ia memperjuangkan kepentingan rakyat (petani) kecil atau justru kebijakan-
kebijakannya membuat kehidupan kita semakin susah, merampas lahan pertanian kita, membuat produk pertanian kita tidak laku dipasar, dan 
lainnya,” papar Henry kepada peserta muswil yang bertemakan “Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan untuk Keadilan Ekonomi” ini.

Ketua Badan Pelaksana WIlayah (BPW) SPI Jawa Tengah Edi Sutrisno menyampaikan semoga Muswil ini menghasilkan keputusan dan 
kepengurusan yang amanah dan bertanggung jawab, yang mampu memperjuangkan kepentingan petani kecil.

Hadir juga dalam Muswil ini Ketua Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Tengah, Suryo Banendro dan Ketua Badan 
Ketahanan Pangan (BKP) Kabupaten Pati, Pujo.

Dalam sambutannya Suryo Banendro yang hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan “titipan” salam dan 
selamat Gubernur yang tidak bisa hadir dalam acara tersebut.

“Selamat atas terselenggaranya Muswil SPI Jawa Tengah ini, semoga berkontribusi bagi pengembangan potensi pertanian di Jawa Tengah,” 
tuturnya.

Sementara itu Pujo selaku Ketua BKP Kabupaten Pati menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti kerjasama yang bisa dilakukan dengan 
DPW SPI Jawa Tengah, khususnya SPI Kabupaten Pati.

Sementara itu Muswil akhirnya kembali menetapkan Edi Sutrisno sebagai Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jawa Tengah untuk 
periode 2014 – 2019. Dalam kata sambutannya Edi menyampaikan dia akan berusaha melaksanakan amanah yang dipercayakan kepadanya 
dengan maksimal.

“Mari bersama kita bangun SPI sehingga menjadi organisasi petani yang lebih kuat. Mari kita selesaikan konflik lahan yang menimpa anggota 
kita, memperkuat basis, perbanyak pendidikan dan kita bangun lembaga keuangan berbasis petani sebagai logistik perjuangan kita,” ungkapnya.#

(Foto) Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jawa Tengah Edi Sutrisno membuka Muswil DPW SPI Jawa Tengah (11/01)
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(Foto). Aksi 16 ribuan petani tanpa tanah Brasil yang tergabung dalam MST, menuntut pembaruan agraria, kredit foto: www.popularresistance.org, (berita di hala-
man 9)

Aksi 16 Ribu Petani Tanpa 
Tanah Brasil, Tuntut 
Pembaruan Agraria
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UAWC Palestina Adakan
Konferensi Hak Asasi Petani

(RAMALLAH). Di hadapan 140 anggota komite pertanian dari semua Palestina, organisasi lokal dan internasional  Serikat Komite Kerja Pertanian 
(UAWC-Union Agricultural Work Committees ) menyelenggarakan konferensi bertemakan "Bersama Melindungi Hak-hak Petani" di Bulan Sabit 
Merah Palestina di Al - Bire (18/01). Para peserta yang hadir dalam dari konferensi tahunan komite pertanian kali lebih konsentrasi membahas 
tentang perjuangan petani kecil Palestina dalam mengadvokasi hak-hak asasi mereka, hingga membahas strategi penguasaan lahan perjuangan.

Bagian pertama konferensi ini difokuskan pada membahas kesenjangan antara hukum dan praktek mengenai hak-hak asasi petani Palestina. 
Disini, hak-hak petani dibagi menjadi dua bagian utama. Pertama adalah hak-hak dalam kehidupan keseharian yang dilanggar oleh Israel. Kedua 
adalah hak-hak mengenai pekerjaan mereka di lahan untuk menyediakan makanan kepada masyarakat dalam mengejar pencapaian kedaulatan 
pangan.

Kerangka hukum dari konferensi ini terbentuk dari jaringan luas hukum dan perjanjian seperti perjanjian untuk membentuk organisasi FAO 
sebagai badan internasional dan Konvensi Jenewa Keempat. Sementara itu, hukum di Palestina sendiri memberikan petani 29 hak yang meliputi: 
Meningkatkan layanan konsultasi untuk meningkatkan kesadaran di sektor pertanian dan perannya dalam pembangunan; Melakukan tes berkala 
untuk air pertanian untuk mengetahui periode kesesuaian untuk budidaya; Pembebasan dari biaya untuk layanan dan lisensi sebagaimana 
dimaksud dalam undang-undang, peraturan dan petunjuk yang berkaitan dengan sektor pertanian, dan lainnya.

Selanjutnya bagian kedua konferensi membahas gambaran tentang pentingnya gerakan petani Palestina dan peran sebenarnya dari komite 
pertanian dibahas. Aspek ini penting terutama setelah Palestina yang diwakili oleh UAWC diterima menjadi anggota penuh La Via Campesina di 
Juni 2013, berkat perjuangan intensif UAWC selama sembilan tahun.

Penting untuk dicatat bahwa gerakan petani Palestina adalah gerakan sosial dengan petani dan pekerja di sektor pertanian sebagai 
anggotanya. Gerakan ini adalah gerakan akar rumput yang melakukan advokasi untuk hak-hak petani lokal dan internasional. Visi gerakan 
berkisar pada fakta bahwa petani dalam semua masyarakat adalah orang yang menyediakan makanan bagi rakyat dan dengan demikian semua 
haknya harus terjamin.

Dalam konferensi ini, perwakilan dari komite pertanian di Tepi Barat dan Jalur Gaza memberikan presentasi kecil bersama dengan 
menyajikan kisah sukses tentang petani Palestina berfokus pada konsep pekerjaan sukarela untuk mendukung hak-hak petani. Presentasi ini juga 
menunjukkan bahwa komite pertanian telah bekerja bersama dengan UAWC terhadap kebijakan pendudukan yang bertujuan untuk mengusir 
warga Palestina dari tanah mereka.

(Foto) Beberapa pembicara dalam Konferensi Hak Asasi Petani yang diselenggarakan di Ramallah, Palestina (18/01).

Sambungan dari hal. 8
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END WTO!!! END WTO!!! END WTO!!!

Konferensi ini akhirnya menghasilkan beberapa rekomendasi seperti pemposisian petani Palestina dalam ' gerakan untuk mengadvokasi 
petani petani Palestina hak dan memperkuat ketahanan mereka di tanah mereka; advokasi untuk mengubah undang-undang pertanian, di 
samping meningkatkan anggaran nasional Kementerian Pertanian dan menempatkan rencana nasional yang jelas untuk mendukung sektor 
pertanian; kebutuhan mengaktifkan kunjungan timbal balik antara komite pertanian di berbagai daerah dalam rangka bertukar pengalaman. 
Dokumentasi pelanggaran Israel terhadap petani Palestina melalui halaman Facebook bersama untuk penggunaan semua komite pertanian; 
mengaktifkan interaksi antara komite pertanian dalam rangka untuk memasarkan produk mereka di wilayah Palestina yang berbeda; dan 
mengintensifkan lokakarya UAWC yang terutama lokakarya yang berbicara tentang masalah hukum..

Konferensi ini semakin meneguhkan UAWC oleh 27 komite pertanian di Palestina, gerakan petani perempuan, hingga 10 jurnalis pro-gerakan 
yang mewakili organisasi media yang berbeda, yang berkomitemen memberikan dukungannya bagi perjuangan petani Palestina .#

Sambungan dari hal. 8

(BRAZILIA) Departemen Esplanade Brasil tertutup warna merah (12/02). Sekitar 16 ribu buruh tak bertanah yang tergabung dalam (MST- 
Gerakan Buruh Tak Bertanah, anggota La Via campesina) melakukan aksi longmarch sepanjang 9 Km dari Gimnasium Nilson Nelson ke Three 
Power Plaza, dan kembali.

Tujuan utama dari aksi kali ini adalah untuk mengkritik situasi "macetnya" pembaruan agraria yang justru menurut mereka menjadi aib. 
Menurut keterangan Kelli Marfort, salah seorang koordinator MST, tahun lalu hanya tujuh ribu keluarga menetap. Sementara ada lebih dari 90 

ribu keluarga yang tinggal di perkemahan MST. Secara total , ada 150 ribu keluarga yang tinggal di perkemahan di Brazil, banyak di antaranya telah 
ada selama lebih dari sepuluh tahun.

"Kami di sini untuk menunjukkan bahwa kami tidak puas dan kami menuntut pembaruan agraria segera dilaksanakan. Dilma mengabaikan 
buruh tak bertanah. Ia malah memberikan uang kepada agribisnis dan FIFA (Asosiasi Sepakbola Dunia)," katanya.

Dalam aksi kali, pemberhentian pertama massa adalah di depan kedutaan besar (kedubes) Amerika Serikat (AS). Disini anggota MST 
menempelkan poster di atas dinding kedutaan, menuntut kebebasan bagi para tahanan Kuba dan mendukung semua orang yang berjuang 
melawan imperialisme.

"Bendera teror disini, menabur kebencian di seluruh dunia. Ini adalah mereka yang menjadi teroris sejati," tegaskan Enio Bonenberg, salah 
seorang pemimpin MST, sambil menunjuk ke arah kedubes AS.

Setelah itu, aksi massa melanjutkan longmarch ke Mahkamah Agung Ferdal, di mana protes damai disambut dengan cara yang sama bahwa 
kelas pekerja di Brazil biasanya diterima : polisi menembakkan gas air mata dan semprotan merica ke kerumunan besar berkumpul sebelum 
lembaga federal.

Di depan Mahkamah Agung, massa aksi memprotes kelambanan peradilan di pengadilan atas kejahatan yang dilakukan di pedesaan Brasil 
dan terhadap tingginya angka pembunuhan dalam beberapa tahun terakhir dalam konflik tanah. 

"Perilaku semacam ini khas berasal dari Mahkamah Agung Fedral, karena MST selalu datang untuk memprotes secara damai dan dengan cara 
yang terorganisir. Namun mereka membuat semacam provokasi untuk mendelegitimasi kami. Dua puluh polisi bertindak keras di tengah-tengah 
dari 15 ribu orang untuk menciptakan episode politik dan untuk membenarkan kekerasan terhadap kita," kata Fábio Tomas, dari MST di São 
Paulo.

Rafael Lima, seorang musisi yang menemani para anggota MST pada aksi kali ini mengatakan, ia muak dengan kekerasan polisi.
"Ada sejarah perlakuan polisi tersebut terhadap gerakan sosial di Brasil. Anda hanya perlu berpikir kembali ke pembunuhan massal di 

Eldorado de Carajás dan di Curumbiara, misalnya," tuturnya.
Untuk menarik perhatian Presiden Dilma, massa aksi MST mendirikan kemah protes dari terpal hitam di depan tempat kerjanya. Mereka 

membentang spanduk raksasa bertuliskan "Dilma, dimana pembaruan agraria ?" dan meminta agar dia membebaskan dirinya sendiri dari 
agribisnis.

Aksi damai akhirnya berlangsung ricuh. John Oliveira , dari Ribeirao Preto menjelaskan polisi mulai menembaki mereka dengan peluru karet 
ketika mereka mulai  menyusun perangkat aksi. Padahal menurutnya perangkat aksi yang sedang mereka susun sama sekali tidak berbahaya. 
Alhasil 12 anggota massa aksi ditangkap pihak kepolisian. 

"Pihak polisi dan militer yang bertanggungjawab atas kerusuhan ini. Mereka seperti sengaja ingin membuat konflik. Entah mereka ingin 
membuat kami sebagai kelinci percobaan terhadap protes-protes pada piala dunia nanti, atau mereka sengaja ingin membuat konflik agar 
mengancam gubernur disini," tuturnya.

Pembaruan Agraria Populer
Sementara itu, MST telah berada di daerah Brasilia sejak awal pekan, karena lokasinya bertepatan dengan lokasi kongresnya yang ke-6. Bagi 

para anggota MST, itu adalah sangat penting untuk memprotes di Brasilia pada saat ini .
"Kita hidup dalam waktu di mana agribisnis di negeri ini tidak menghasilkan makanan dan hanya memungkinkan kita untuk mengkonsumsi 

racun. Hal ini penting untuk datang ke ibukota federal untuk menempatkan permintaan kami agar pembaruan agraria rakyat populer masuk 
dalam agenda," kata Edemilson Monteiro, anggota MST.

"Tidak akan ada pembangunan di negeri ini tanpa pembaruan agraria, dan gerakan ini untuk pembaruan agraria, dimana setiap orang harus 
berpartisipasi. Hal ini penting karena setiap orang tergantung pada makanan yang diproduksi oleh petani untuk hidup," tambahnya.#
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Muswil SPI Sumbar: Tanah Untuk 
Anak, Cucu, Kamanakan Demi 
Wujudkan Kedaulatan Pangan

LIMA PULUH KOTA. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Barat (Sumbar) menyelenggarakan Musyawarah 
Wilayah (Muswil) I pada 28-29 Desember 2013.  Muswil yang bertempat di Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh 
Kota, Sumatera Barat ini, ini dihadiri oleh puluhan perwakilan dari empat Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI dari empat kabupaten yakni 
Kabupaten Pasaman Barat, Pasaman, Agam, LimaPuluh Kota, dan Kabupaten Padang Pariaman yang masih dalam persiapan menjadi DPC.

Dalam Muswil yang bertemakan “Laksanakan Segera Pembaruan Agraria Sejati, Tanah Untuk Anak Cucu Kemanakan Demi Mewujudkan 
Kedaulatan Pangan” ini, Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, jalan yang harus ditempuh untuk meraih cita-cita perjuangan SPI cukup 
berat. Namun menurutnya, beratnya tantangan yang dihadapi tidak boleh sedikitpun menyurutkan langkah untuk berdiri di barisan terdepan 
perjuangan kaum tani.

“Semakin keras tantangan tersebut, harus membuat kader-kader SPI makin militan dan radikal dalam menegakkan cita-cita organisasi. 
Tempat utama bagi para kader SPI adalah di tengah-tengah perjuangan konflik agraria, di tengah-tengah petani dan rakyat yang ditindas dan 
dinistakan. Disanalah lahan yang paling subur untuk menyemai benih-benih gerakan rakyat. Jadi kita bersama-sama harus menjadikan anggota 
SPI bangga dengan organisasi perjuangan ini,” papar Henry yang hadir dalam acara Muswil tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumatera Barat Sukardi Bendang menyampaikan, pemerintah 
(dalam hal ini Provinsi Sumatera Barat) harus segera menyelesaikan berbagai persoalan agraria, bertindak melindungi kepentingan rakyat banyak 
pada titik tertentu untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial agar tidak berlanjut. Oleh karena itu dia menggarisbawahi, DPW SPI Sumbar 
mendesak pemerintah Sumbar untuk menyetop izin investasi di Sumbar (dan Indonesia umumnya), dan terlebih dahulu penataan tanah sesuai 
Bersambung ke halaman 10

Foto bersama peserta Musyawarah Wilayah I DPW SPI Sumatera Barat
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Gelar Muswil II, SPI Jatim 
Teguhkan Perjuangan

SURABAYA. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Jawa Timur melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) II pada 17-
18 Januari 2014. Muswil ini diselenggarakan di Balai Diklat PU Wilayah IV Surabaya, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jawa Timur.

Muswil yang bertemakan “Laksanakan Pembaruan Agraria Sejati untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan” ini dihadiri oleh puluhan peserta 
yang berasal dari tujuh kabupaten di Jawa Timur. Lima kabupaten adalah pengurus dari Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI Kabupaten Kediri, 
Ponorogo, Tuban, Bojonegoro, dan Lumajang; sementara peserta dari Kabupaten Mojokerto dan Gresik bertindak sebagai peninjau.

Ketua Umum SPI Henry Saragih yang hadir dalam muswil ini menyampaikan, sebagai organisasi massa berbasis petani yang diakui oleh 
pemerintah SPI memiliki kekuatan untuk menekan pemerintah di daerah agar segera mengeluarkan berbagai peraturan daerah (Perda) yang pro 
terhadap petani kecil.

“Perda-Perda tersebut bisa berupa perda untuk pelarangan alih fungsi lahan pertanian, hingga mengajak pemerintah dan pihak terkait untuk 
mendukung perjuangan mempertahankan lahan yang kita lakukan, ” ungkap Henry.

Sementara itu Muswil menetapkan Syaiful Zuhry sebagai Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jawa Timur untuk periode 2014 – 2019, 
dan Basuki sebagai anggota Majelis Nasional Petani (MNP) SPI  perwakilan Jawa Timur.

Dalam sambutannya Syaiful Zuhry menyampaikan, semoga ia mampu mengemban amanah, memimpin dan meneguhkan perjuangan DPW 
SPI Jawa Timur selama lima tahun ke depan. Ia juga menyampaikan akan merapikan administrasi organisasi, memfungsikan struktur organisasi 
di semua tingkatan, penambahan DPC Jawa Timur, hingga penguatan SPI di tingkat cabang sampai basis untuk peningkatan produksi pangan yang 
tak bergantung pada impor.

“SPI Jatim juga akan mendorong Pemda untuk mengalihkan subsidi pupuk organik dari perusahaan langsung ke petani, memperbanyak 
pelatihan di bidang pertanian untuk pengembangan produksi benih, kaderisasi pemuda tani SPI, dan pembentukan koperasi petani,” ungkapnya.#

peruntukkan yang lebih adil.
“Kemudian distribusikan tanah untuk anak cucu kamanakan (petani) terutama untuk pengembangan pangan berbasis rakyat, jangan 

dibiarkan anak cucu kamanakan saling berebut tanah dengan korporasi yang jelas-jelas berorientasi keuntungan semata. Investasi tanpa 
membekali anak cucu kamanakan dengan alat-alat produksi yang memadai hanya akan menggiring mereka menjadi kuli di negerinya sendiri, dan 
ancaman terhadap kedaulatan pangan bangsa,” ungkap Sukardi Bendang.

Sementara itu Muswil akhirnya menetapkan Irwan Hamid sebagai Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumbar untuk periode 2013 – 
2018. Dalam kata sambutannya Irwan Hamid menyampaikan, sebagai organisasi massa perjuangan, SPI sumbar ke depannya diharapkan semakin 
besar dan semakin kuat, walaupun ke depannya tantangan dan persoalan yang dihadapi akan semakin berat.

“Kasus-kasus sengketa agraria yang terjadi di di Sumbar, seperti di Pasaman Barat, menjadi prioritas organisasi agar dapat diselesaikan 
secara tuntas yang juga menjadi amanat Muswil kali ini. Perjuangan mewujudkan kedaulatan pangan dengan tetap mengutamakan pertanian 
agroekologis juga menjadi bagian dari amanat muswil,” tuturnya.

Muswil kali ini juga menetapkan Syahwarman dan Azmi Dt. Naro sebagai anggota Majelis Wilayah Petani (MWP) SPI Sumbar untuk periode 
2013-2018.#

Sambungan dari halaman 10

(Foto) Suasana pelaksanaan Musyawarah Wilayah DPW SPI Jawa Timur (18/01)
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JAKARTA. Pemerintah seluruh dunia mengikuti Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 3-6 Desember 
2013 di Bali.

Ada tiga debat di meja negosiasi saat ini. Pertama mengenai fasilitasi perdagangan. Kedua tentang pertanian. Terakhir adalah isu 
pembangunan negara-negara kurang berkembang (LDCs). Ketiganya mengancam kredibilitas WTO karena rezim perdagangan ini mati suri sejak 
2005.

Batu sandungan di WTO dari waktu ke waktu sebenarnya klasik, perbedaan kepentingan negara maju dan negara (miskin dan) berkembang. 
Satu hal yang pasti, banyak keluhan bahwa WTO timpang, selalu menguntungkan negara maju.

Bukti konkret? Agenda Pembangunan Doha—efektif berlaku pada 2001—seharusnya menjadi agenda pemberdayaan untuk pembangunan 
negara-negara miskin juga negara-negara yang ingin tinggal landas.

Hasilnya? Nihil. Semua usulan dari negara-negara selatan selalu ditolak, ditawar, dikurangi. Resultan dari itu semua, negosiasi buntu.
Hal yang sama terjadi pada Paket Bali, alias ketiga negosiasi “baru” di atas. Fasilitasi perdagangan misalnya. Istilah ini bukan berarti 

peningkatan dan fasilitas perdagangan internasional atau keleluasaan negara miskin dan berkembang berdagang ke pasar negara maju.
Poin-poin negosiasi di lini ini ternyata lebih menekankan pada penyederhanaan modalitas perbatasan agar ekspor negara maju lebih 

gampang tembus. Negosiasi ini meniadakan kepentingan negara berkembang, seperti pembangunan kapasitas di pelabuhan, jaringan pemasaran, 
atau cara menggalakkan perdagangan antarwilayah.

Selanjutnya, pertanyaan besar untuk implementasi fasilitas perdagangan adalah, apakah negara miskin dan berkembang anggota WTO akan 
mampu melaksanakan perombakan besar di pelabuhan dan bea cukai mereka? Ditilik dari asal-muasal, proposal ini ternyata memang berasal dari 
negara maju.

Intinya, negara maju seperti Amerika Serikat (AS) dan beberapa anggota Uni Eropa (UE) ingin akses lebih untuk produk-produk mereka. 
Ekonomi mereka masih terimbas krisis finansial. Ke mana lagi melempar barang kalau bukan ke negara miskin dan berkembang?

Negara kita dengan potensi pasar dua ratusan juta jelas jadi sasaran empuk. Jika kita setuju, pasar Indonesia akan kembali jadi bulan-bulanan 
impor. Usaha dalam negeri kita terancam tak atraktif karena bakal dihajar barang murah.

Isu LDCs (atau lebih tepatnya perdagangan bebas untuk barang bebas cukai negara kurang berkembang), hampir tak menuai perdebatan. Isu 
pertanian selalu menjadi batu sandungan perundingan WTO.

Menakar Untung-Rugi WTO

(Foto) Aksi petani SPI bersama GERAK LAWAN menolak KTM IX WTO di Bali, Desember 2013

Bersambung ke halaman 13

oleh Henry Saragih*
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Pada Konferensi Tingkat Menteri ke-9 ini pun demikian. Permasalahan yang paling mengemuka adalah mengenai subsidi. Negara berkembang 
dalam G-33 mengusulkan penghapusan pembatasan subsidi pertanian bagi negara berkembang, untuk kepentingan public stock holding demi 
ketahanan pangan.

Intinya, demi ketahanan pangan negara macam Indonesia boleh menaikkan subsidi hingga 10-15 persen. Usulan ini dimulai India, yang secara 
nasional mengesahkan Undang-Undang Pangan baru untuk melindungi petani dan sektor pertanian mereka.

Harga domestik pun bisa disubsidi, jadi petani tak usah khawatir gagal panen karena hama atau pengaruh musim. Lagi-lagi usulan ini digebuk 
negara maju, terutama AS. Menurut mereka, usulan subsidi ini bertentangan dengan naskah Agreement on Agriculture (AoA) Pasal 6.

Jika tetap mau subsidi, negara-negara harus bersepakat merombak AoA yang mengisyaratkan negosiasi berjalan mundur. Padahal, subsidi 
adalah kepentingan terbesar negara berkembang yang ingin melindungi petani, daerah pedesaan, dan sektor pertanian mereka.

Negara maju tak seharusnya mengangkangi kedaulatan negara lain. Dengan memblokade usulan ini, negara maju juga terlihat hipokrit. Pada 
praktiknya, negara-negara macam AS dan UE adalah mereka yang menggelontorkan subsidi terbesar untuk pertanian domestik.

Subsidi pertanian pemerintah federal AS setiap tahun tercatat sekitar US$ 100 miliar (Rp 1.200 triliun). UE rata-rata menorehkan angka 
sekitar 55 miliar euro per tahun (Rp 888,64 triliun). Mari kita bandingkan dengan Indonesia, anggaran subsidi pertanian di APBN 2013 hanya Rp 
143 triliun.

Inilah yang menyebabkan produk pertanian AS dan UE bisa berjaya. Di pasar negara miskin dan berkembang, produk-produk ini bisa jauh 
lebih murah harganya dibanding produk lokal. Lalu, bagaimana petani negara miskin dan berkembang bisa bersaing—atau bahkan untuk 
bertahan hidup?

Di babak akhir negosiasi menuju Bali, negara maju menawarkan peace clause, pertukaran antara fasilitasi perdagangan dan pertanian. Usulan 
subsidi bisa berlaku selama empat tahun, asalkan fasilitasi perdagangan berlaku penuh dan mengikat secara hukum. Nilai sendiri saja bagaimana 
bodohnya jika kita setuju.

Untungnya, negara berkembang yang dimotori India, saat ini masih bertahan. Indonesia juga demikian. Penting untuk disadari, kepentingan 
nasional seharusnya menjadi modal terdepan untuk negosiasi. India bersikap jelas, kebijakan domestik tak bisa diintervensi bahkan oleh WTO—
dan untuk itu subsidi harus tetap jalan.

Negara kita sudah lama tak bersikap demikian dalam WTO sehingga pertanian dan industri kita babak belur. Tidak hanya karena perdagangan 
bebas multilateral ala WTO, tapi juga bilateral macam perjanjian perdagangan bebas dengan China, Australia, Selandia baru, Korea, serta Jepang.

Sudah saatnya kita berdiri tegak dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan 
umum.

*Penulis adalah Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, artikel ini juga diterbitkan di Harian Sinar Harapan, 3 Desember 2013

Sambungan dari halaman 12

SPI Banten Gelar Muswil
Kepengurusan Baru Fokus Selesaikan Konflik Lahan

SERANG. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Banten menyelenggarakan Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-3 pada 18 
Januari 2014, di Gedung PSPB MAN 2 Kabupaten Serang, Banten.

Muswil ini dihadiri puluhan peserta yang merupakan utusan dari Dewan Pengurus Cabang dan Ranting SPI di Banten dari tiga kabupaten 
dan 11 kecamatan. Mereka adalah Kabupaten Pandeglang (Kecamatan Cibaliung, Cikeusik, Kaduhejo), Kabupaten Serang (Kecamatan Cimarga, 
Leuwidamar, Cileles, Cigemblong), dan Kabupateb Lebak (Kecamatan Ciomas, Padarincang, Binuang dan Tirtayasa).

Acara Muswil ini dibuka oleh Ketua Departemen Polhukam Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI Agus Ruli Ardiansyah dan ditutup oleh Ketua 
Umum SPI Henry Saragih.

Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Banten Marda menyampaikan, agenda pembahasan pada Muswil III SPI Banten adalah laporan 
pertanggungjawaban kepengurusan DPW SPI Banten periode Tahun 2007-2012.

“Dalam Muswil kali ini kita juga akan merumuskan program kerja DPW SPI Banten Periode Tahun 2014-2019, hingga penetapan Majelis 
Wilayah Petani (MWP) DPW SPI Banten periode tahun 2014-2019″ ungkap Marda.

Muswil akhirnya menetapkan Ahmad Syafei sebagai Ketua BPW SPI Banten periode 2014-2019.
Dalam sambutannya Achmad Syafei menyampaikan, semoga ia mampu mengemban amanah sebagai ketua terpilih dan mampu memimpin 

DPW SPI Banten memperjuangkan pembaruan agraria dan menegakkan kedaulatan pangan di Banten.
“Dalam kepengurusan ini, selama lima tahun ke depan, semoga kasus-kasus perampasan lahan dan konflik agraria yang menimpa petani 

anggota kita di Banten ini dapat terselesaikan. Kita juga harus merapikan dan menata lahan perjuangan kita, sehingga produksi tanaman bisa 
maksimal dan kita berdaulat pangan” ungkapnya.

Muswil juga menetapkan lima orang anggota MWP DPW SPI Banten yaitu Arman, Arpi, Sawari, Nuriah dan Basuni. Sementara Rais Amsar 
terpilih sebagai Majelis Nasional Petani (MNP) utusan DPW Banten periode tahun 2014-2019.

Pengambilan sumpah dan pelantikan terhadap para pengurus DPW SPI Banten yang terpilih, langsung dilakukan oleh Ketua Umum SPI Henry 
Saragih.

“Selamat atas terpilihnya Achmad Syafei sebagai Ketua BPW SPI Banten. Semoga  kepengurusan DPW SPI Banten kali ini akan lebih gigih 
memperjuangkan kepentingan petani kecil,” tutur Henry.#
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Rapatkan Barisan, 
SPI Muaro Jambi Gelar Muscab

SPI Deli Serdang Resmi Berdiri

MUARO JAMBI. Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Muaro Jambi melakukan Musyawarah Cabang (Muscab) 
di Pusdiklat Pertanian Agroekologi Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Jambi di Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi (06/01). Muscab kali 
inidihadiri oleh para pimpinan dan pengurus dari lima Dewan Pengurus Ranting (DPR) SPI dari lima kecamatan yakni Kumpeh Ulu, Bahar Selatan, 
Mestong, Sungai Bahar dan Kecamatan Sungai Gelam.

Muscab kali ini diawali dengan evaluasi perkembangan keberadan dan perjuangan agraria petani-petani anggota SPI di Muaro Jambi; 
seperti perjuangan  menghempang proyek REDD+(PT.REKI), perjuangan di KM 17 Sungai Gelam, hingga praktek Lembaga Keuangan Petani di 

(Foto) Peserta Muscab I DPC SPI Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (28/12)

DELI SERDANG. Gema perjuangan Serikat Petani Indonesia (SPI) akhirnya secara resmi berdiri tegak di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 
Sabtu (28/12/2013), seratusan peserta menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) I Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia 
Kabupaten Deli Serdang yang berlokasi di Desa Bandar Pulau, Kecamatan Bangun Purba.

Dalam muscab yang bertemakan ”Dengan Perjuangan Kaum Tani Mari Kita Tegakkan Kedaulatan Pangan” ini, Ketua Badan Pengurus Wilayah 
(BPW) SPI Sumatera Utara Zubaidah menyampaikan, adalah sangat penting agar petani membangun organisasi yang terstruktur seperti SPI, 
karena SPI adalah wadah dan alat perjuangan bagi para petani (kecil).

“Di daerah Deli Serdang ini banyak konflik agraria yang terjadi. Semoga dengan diresmikannya SPI Deli Serdang ini dapat menyatukan 
kekuatan kita petani kecil untuk berjuang menuntut dan mempertahankan tanah yang menjadi milik kita. Ingat, petani bersatu tak dapat 
dikalahkan,” kata Zubaidah.

Hadir juga dalam Muscab ini anggota Majelis Wilayah Petani (MWP) SPI Sumatera Utara, Hermayanto Saragih dan Devina.
Sementara itu, muscab yang dihadiri oleh peserta dari enam kecamatan ini ini akhirnya menetapkan Daniel Saragih di sebagai Ketua Badan 

Pelaksana Cabang (BPC) SPI Deli Serdang. Dalam kata sambutannya Daniel menyampaikan terimakasih atas amanah yang diterimanya.
“Semoga kepengurusan DPC SPI Deli Serdang kali ini mampu menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Dengan semangat dan persatuan 

kita pasti bisa menyelesaikannya satu-persatu. Semangat, doa dan energi yg kita satukan mudah-mudahan dapat mewujudkan cita-cita kita 
bersama yaitu tanah untuk petani. Tetap bangga jadi petani, tetap bangga jadi anak petani dan tetap bangga jadi keluarga petani”, tuturnya.

Muscab ini juga menetapkan tiga orang anggota Majelis Cabang Petani (MCP) SPI Kabupaten Deli Serdang, yakni Zulfahmi, Samawati 
Sembiring, dan Bedman S.#

Bersambung ke hal. 15
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MENDATAR
1. Pendakwah (Islam)    3. Kata penghubung    8. Peralatan bertani    11. Hari besar agama Kristen dirayakan 
di bulan ini    14. Awalan yang berarti bumi    15. Ular besar dalam dongeng    16. Mempunyai hati yang 
mantap dan rasa percaya diri yang besar    18. Kumal, kotor, usang    19. Tanah garapan    21. Yang kita hirup 
apabila sedang bernafas    23. Bergerak mengombak karena ditiup angin    25. Panggilan hormat kepada 
orang tua perempuan    29. Alat penerang    30. Kata ganti kepunyaan    31. Gunung berapi di Maluku
35. Serta merta, tanpa dipikir    36. Air dipanaskan    37. Berbelas kasihan
    
MENURUN
1. Lutut    2. Tanah air kita    3. Daerah Aliran Sungai    4. Nomor Induk Mahasiswa    5. Es (Inggris)
6. Berkenaan tentang pertanian    7. Tanda nomor kendaraan Aceh    9. Sejenis suku bangsa    10. Rambut 
memutih    12. Tunggal    13. Penjara    17. Institut Teknologi Nasional    20. Tidur panjang    21. Sejenis 
singkong    22. Panganan olahan khas Sumatera Barat    24. Negara Eropa tengah    26. Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan    27. Tumbuhan berklorofil yang biasa hidup dalam air    28. Bendungan
29. Minyak (Inggris)    32. Diulang, pisau kecil untuk memanen padi    33. Sisa pembakaran    34. Ajun 
Komisaris Polisi     

LAWAN PERAMPASAN LAHAN!

Sambungan dari hal. 14

Basis Kasang Pudak yang 
mendapat terbaik dua di 
tingkat Provinsi Jambi.

Ketua Badan Pelaksan 
Wilayah (BPW) SPI Jambi 
Sarwadi Sukiman yang 
hadir dalam acara muscab 
ini menyampaikan muscab 
kali ini menghasilkan 
keputusan-keputusan dan 
rekomendasi-rekomendasi 
untuk membangun ranting-
ranting dan basis-basis se-
Kabupaten Muaro Jambi.

“Kita akan memfokuskan 
pada perjuangan agraria dan 
memperbanyak membangun 
lembaga keuangan petani 
di tiap basis yang berguna 
sebagi logistik perjuangan 
dan mendukung ekonomi 
kita sendiri,” ungkap Sarwadi 
di Muaro Jambi.

Sementara itu, muscab 
ini akhirnya menetapkan 
Jiman sebagai Ketua Badan 
Pelaksana Cabang (BPC) 
SPI Kabupaten Muaro 
Jambi. Terpilih juga Ramli 
sebagai Majelis Wilayah 
Petani (MWP) utusan Muaro 
Jambi dan menetapkan para 
anggota Majelis Cabang 
Petani (MCP).

“Terimakasih atas 
amanah yang diberikan 
kepada saya. Mari kita 
bersama berjuang 
menyelesaikan kasus-
kasus agraria dan 
mempertahankan tanah 
yang menjadi hak kita 
dari pemilik modal. Petani 
bersatu tak bisa dikalahkan,” 
ungkap Jiman dalam kata 
sambutannya.

 Muscab kali ini juga 
dimeriahkan dengan 
menikmati panen raya ikan 
lele milik SPI Basis Kasang 
Pudak.#



PEMBARUAN TANI
EDISI 120
FEBRUARI 2014 S O L I D A R I T A S16

SPI Sumut Galang 
Solidaritas Sinabung

MEDAN. Menyusul bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut), Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat 
Petani Indonesia (SPI) Sumut menggalang solidaritas untuk membantu para pengungsi. Hingga Sabtu (18/01), jumlah pengungsi erupsi Gunung 
Sinabung  yang tercatat di Posko Penanggulangan Bencana Sinabung di Kabanjahe, telah mencapai 27.671 orang dan lebih dari 8.546 kepala 
keluarga.

Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumut Zubaidah menyampaikan, SPI Sumut bersama Yayasan Sintesa dan Sumatera Youth Food 
Movement akan segera menyalurkan solidaritas ke beberapa titik-titik pengungsi di Kabupaten Karo.

“Sebagai tahap awal kami akan mengumpulkan dan kemudian menyalurkan solidaritas yang berupa bahan pangan yang berasal dari kami 
petani sendiri. Teman-teman petani di Kabupaten Langkat rencananya memberikan solidaritas berupa ubi dan pisang, yang dari Medan dan 
Phakpak Barat banyak yang ngasih sayuran organik, yang dari Asahan banyak yang ngasih lauk pauk,” ungkap Zubaidah di Medan (21/01).

Zubaidah juga menyampaikan, mayoritas korban dari erupsi Gunung Sinabung ini adalah kaum tani karena setidaknya lebih dari sepuluh ribu 
hektare lahan yang rusak akibat debu vulkanik.

“Untuk itu kami juga mengajak masyarakat luas untuk ikut serta dalam aksi solidaritas untuk Sinabung ini. Kami membuka dua posko 
pengumpulan bantuan di sekretariat DPW SPI Sumut, di Jalan Eka Rasmi III No. 8, dan sekretariat Yayasan Sintesa di Jalan Eka Rasmi VI No. 9 
Medan,” kata Zubaidah.

Zubaidah menambahkan, untuk mereka yang ingin memberi solidaritas berupa donasi dana bisa mentransfernya ke ke Bank Mandiri a/n 
Perkumpulan Serikat Petani Indonesia Sumatera Utara, nomor rekening 105-00-0985492-2.#

(Foto) Tim DPW SPI Sumut menyerahkan solidaritas kepada para pengungsi Sinabung


